BAB 1
KONSEP DASAR PELAYANAN PUBLIK

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah aktivitas atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah atau instansi yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah
dalam menjalankan fungsinya. Modul ini akan membahas konsep dasar pelayanan
publik, termasuk definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat:

Memahami pengertian dasar pelayanan publik.

o Mengetahui karakteristik pelayanan publik yang efektif.

o Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pelayanan publik.

e Mengetahui peran pelayanan publik dalam konteks pemerintahan yang baik
(good governance).

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada upaya pemerintah atau organisasi yang diberi

mandat untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi

kebutuhan umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah aktivitas atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



4. Karakteristik Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Transparansi: Informasi tentang proses dan hasil pelayanan mudah diakses

oleh masyarakat.

Akuntabilitas: Pelaksanaan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan instansi terkait.

Responsif: Pelayanan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.

Partisipatif: Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pelayanan.

Non-diskriminatif: Pelayanan diberikan tanpa memandang latar belakang

sosial, ekonomi, agama, atau politik.

5. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip dasar pelayanan publik mencakup hal-hal berikut:

a.

Efisiensi dan Efektivitas: Pelayanan harus diselenggarakan dengan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal.
Kepastian Hukum: Pelayanan publik harus didasarkan pada hukum yang jelas
dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan: Pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka agar
masyarakat bisa mengetahui prosedur, biaya, dan waktu pelayanan.
Profesionalisme: Pelayanan publik harus dilaksanakan oleh aparatur yang
kompeten dan memiliki etika kerja yang tinggi.

Berkeadilan: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

pelayanan yang berkualitas.



6. Jenis-Jenis Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat dibagi menjadi beberapa jenis:
a. Pelayanan Administratif: Berkaitan dengan dokumen resmi seperti KTP, SIM,
akta kelahiran, dan izin usaha.
b. Pelayanan Barang: Penyediaan barang publik seperti air bersih, listrik, dan
infrastruktur jalan.
c. Pelayanan Jasa: Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya
yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait.
7. Peran Pelayanan Publik dalam Good Governance
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya
pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang
efektif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang mendukung
pemerintahan yang bersih dan efektif.
8. Penutup
Pelayanan publik yang efektif dan berkualitas tidak hanya berdampak pada
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada terciptanya pemerintahan yang baik.
Dengan memahami konsep dasar pelayanan publik, diharapkan peserta dapat
mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan profesional maupun sosial

sehari-hari.

Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, dan sebutkan dua contoh jenis
pelayanan publik!

2. Mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pelayanan publik
yang efektif?



3. Bagaimana peran pelayanan publik dalam mendukung terciptanya good
governance?

4. Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam penyelenggaraan pelayanan
publik?
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